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Abstract. Artisanal and small-scale gold mining (ASGM) provides short-term income for rural communities but
frequently creates environmental, safety, and governance problems when it operates outside formal control. This
study aimed to analyze the existing condition of ASGM, identify the driving and inhibiting factors of its
arrangement, describe the perceived impacts, and formulate strategic directions for ASGM arrangement in
Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency, Indonesia. A qualitative descriptive approach was applied
using semi-structured interviews supported by secondary data on the study area, population, and agricultural
land use. Twenty-two informants represented district officials, village officials, technical agencies, company
representatives, community leaders, nearby residents, and ASGM actors. Data were analyzed through reduction,
presentation, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that ASGM development is driven by
gold potential, mining history, household economic pressure, limited alternative employment, and weak field
control. The main impacts include land degradation, open mining pits, landslide and occupational accident risks,
and mercury-related water and soil contamination. The recommended strategy combines alternative livelihood
development, skills training, local economic institutional strengthening, gradual area monitoring, land
rehabilitation, and mercury-risk education.

Keywords: Alternative Livelihoods; ASGM; Karang Jaya; Mercury; Strategic Arrangement.

Abstrak. Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) dapat memberikan pendapatan cepat bagi masyarakat
pedesaan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan lingkungan, keselamatan kerja, sosial, dan tata
kelola apabila berlangsung tanpa pengendalian formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi aktivitas
PESK, mengidentifikasi faktor pendorong dan hambatan penataannya, mendeskripsikan dampak yang
ditimbulkan, serta merumuskan arah strategi penataan PESK di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas
Utara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur yang
didukung data sekunder wilayah, kependudukan, dan penggunaan lahan. Informan berjumlah 22 orang yang
mewakili aparat kecamatan, aparat desa, instansi teknis, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar,
dan pelaku PESK. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PESK dipengaruhi oleh potensi emas, sejarah pertambangan, tekanan
ekonomi rumah tangga, keterbatasan pekerjaan alternatif, dan belum optimalnya pengendalian lapangan. Dampak
dominan meliputi kerusakan lahan, lubang bekas tambang, risiko longsor dan kecelakaan kerja, serta pencemaran
air dan tanah akibat merkuri. Strategi yang direkomendasikan adalah penguatan ekonomi alternatif, pelatihan
keterampilan dan penempatan kerja, penguatan koperasi atau usaha desa, pengawasan bertahap, rehabilitasi lahan,
dan edukasi bahaya merkuri.

Kata Kunci: Ekonomi Alternatif; Karang Jaya; Merkuri; Penambangan Emas Skala Kecil; Penataan Strategis.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya mineral pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga fungsi lingkungan hidup. Namun, pada banyak
wilayah kaya sumber daya, kegiatan pertambangan tidak selalu berkembang dalam kerangka
tata kelola yang tertib. Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) atau artisanal and small-scale

gold mining (ASGM) sering muncul sebagai aktivitas ekonomi informal yang menyediakan
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pendapatan cepat bagi masyarakat, tetapi rentan terhadap masalah perizinan, keselamatan
kerja, pencemaran merkuri, konflik sosial, dan kerusakan lahan (Mestanza-Ramon et al., 2022;
Taux et al., 2022).

Di Indonesia, isu PESK menjadi semakin penting karena sektor ini berkaitan langsung
dengan penghidupan masyarakat pedesaan, pengendalian bahan berbahaya dan beracun, serta
komitmen pengurangan dan penghapusan merkuri. Studi tentang PESK di beberapa wilayah
menunjukkan bahwa merkuri masih digunakan dalam proses amalgamasi dan dapat mencemari
air, tanah, sedimen, tumbuhan, maupun tubuh manusia melalui paparan langsung dan tidak
langsung (Arifin et al., 2020; Harianja et al., 2020; Jayanti et al., 2025; Saragih et al., 2021).
Oleh sebab itu, penataan PESK perlu diletakkan sebagai isu pembangunan wilayah, bukan
semata-mata sebagai persoalan penertiban aktivitas ilegal.

Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan salah satu wilayah
yang menghadapi persoalan tersebut. Aktivitas PESK berkembang terutama di Desa Suka
Menang dan wilayah sekitar bekas area pertambangan. Secara historis, lokasi ini telah dikenal
sebagai kawasan yang memiliki potensi emas, sehingga setelah kegiatan perusahaan skala
besar berakhir, masyarakat mulai memanfaatkan sisa cadangan melalui cara-cara tradisional.
Keberadaan akses menuju lokasi tambang, jaringan sosial antarpenambang, dan persepsi
bahwa tambang memberikan hasil ekonomi lebih cepat memperkuat perkembangan PESK di
wilayah ini.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya tarik-menarik antara kebutuhan
ekonomi masyarakat dan risiko lingkungan-keselamatan. Sebagian masyarakat masih
bergantung pada sektor pertanian, terutama perkebunan karet, tetapi fluktuasi harga komoditas
dan terbatasnya pekerjaan non-pertanian membuat PESK dipandang sebagai pilihan ekonomi
yang lebih cepat menghasilkan. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang
menempatkan kemiskinan, ketidakpastian pendapatan, dan lemahnya pilihan mata pencaharian
sebagai pendorong utama keterlibatan masyarakat dalam PESK (Kurniawan et al., 2023;
Metaragakusuma et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan strategi penataan PESK berbasis
persepsi multi-aktor lokal di Kecamatan Karang Jaya. Penelitian tidak hanya menggambarkan
dampak lingkungan, tetapi juga memadukan faktor pendorong, hambatan penataan, dan
strategi prioritas yang dipandang realistis oleh aparat pemerintah, pihak perusahaan, tokoh
masyarakat, masyarakat sekitar, serta pelaku PESK. Dengan demikian, tujuan penelitian ini
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adalah menganalisis kondisi aktivitas PESK, mengidentifikasi faktor pendorong dan hambatan
penataan, mendeskripsikan dampak yang dirasakan, serta merumuskan strategi penataan PESK

yang aplikatif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS
PESK sebagai Persoalan Sosial-Ekonomi dan Lingkungan

PESK merupakan kegiatan pertambangan emas berskala kecil yang umumnya
menggunakan modal, teknologi, dan organisasi kerja terbatas. Dalam praktik informal,
kegiatan ini sering berlangsung tanpa izin, tidak didukung dokumen lingkungan, dan tidak
memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik. Di satu sisi, PESK dapat menjadi penopang
ekonomi rumah tangga; di sisi lain, praktik yang tidak terkelola dapat memperbesar kerusakan
lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, serta risiko kecelakaan kerja (Esdaile &
Chalker, 2018; Mestanza-Ramon et al., 2022).

Hubungan PESK dengan kemiskinan bersifat kompleks. Masyarakat tidak selalu masuk
ke sektor pertambangan karena pilihan rasional yang bebas, melainkan karena tekanan
ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya akses keterampilan, dan ketidakstabilan
pendapatan dari sektor pertanian. Karena itu, kebijakan yang hanya menekankan pelarangan
tanpa menyediakan alternatif mata pencaharian cenderung tidak efektif dan berpotensi
memindahkan aktivitas tambang ke ruang yang lebih tersembunyi (Kurniawan et al., 2023;
Seccatore et al., 2025).

Dampak lingkungan PESK terutama berhubungan dengan perubahan bentang lahan,
lubang bekas tambang, erosi, sedimentasi, dan penggunaan merkuri. Merkuri digunakan untuk
mengikat emas melalui proses amalgamasi, tetapi sisa proses tersebut dapat masuk ke media
tanah, air, udara, tanaman, ikan, serta rantai pangan. Paparan merkuri berdampak pada sistem
saraf, fungsi kognitif, kesehatan reproduksi, dan perkembangan anak, sehingga isu ini
merupakan masalah lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat (Agustiani et al., 2025; Das
et al., 2023; Taux et al., 2022).

Penataan PESK dan Pengendalian Merkuri

Penataan PESK merupakan proses mengarahkan aktivitas pertambangan rakyat agar
tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan masyarakat, dan dapat dikelola dalam
kerangka hukum serta kelembagaan yang jelas. Pendekatan penataan tidak identik dengan

pemberantasan sesaat, tetapi mencakup pengendalian wilayah, pembinaan teknis, peningkatan
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keselamatan kerja, pengurangan merkuri, rehabilitasi lahan, dan pemberdayaan ekonomi lokal
(Minamata Convention Secretariat, 2023; Seccatore et al., 2025).

Di Indonesia, kerangka hukum pengendalian PESK berkaitan dengan regulasi
pertambangan mineral dan batubara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Penghapusan merkuri juga dikuatkan melalui
rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, sehingga penataan PESK perlu
menggabungkan penegakan aturan, edukasi risiko, pengawasan peredaran merkuri, dan
penyediaan jalur transisi ekonomi yang layak. Prinsip ini penting karena akar persoalan PESK
tidak hanya terletak pada perilaku pelaku tambang, tetapi juga pada struktur ekonomi lokal dan

kapasitas kelembagaan pengawasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih
karena masalah PESK di Kecamatan Karang Jaya tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka,
tetapi perlu dipahami melalui pengalaman, persepsi, dan penilaian para aktor yang terlibat atau
terdampak. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas
Utara, dengan fokus utama pada Desa Suka Menang dan kawasan penambangan emas di
sekitarnya. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena wilayah ini merupakan salah
satu titik aktivitas PESK yang menonjol dan memunculkan persoalan sosial-ekonomi,
lingkungan, serta keselamatan kerja.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder
diperoleh dari dokumen wilayah, data kependudukan, penggunaan lahan pertanian, dan
informasi lain yang relevan. Informan penelitian berjumlah 22 orang yang merepresentasikan
tujuh kelompok, yaitu aparat kecamatan, aparat desa, instansi teknis kabupaten, pihak
perusahaan, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar, dan pelaku PESK. Komposisi informan
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian.

No Kelompok Informan Jumlah (orang)
Aparat kecamatan
Aparat desa
Instansi teknis kabupaten
Pihak perusahaan
Tokoh masyarakat
Masyarakat sekitar

Pelaku PESK
Jumlah

~NOoO Ok W
D OUTWNNDNDN

N
N

234 | Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan — Volume. 5, Nomor. 1, Juni 2026



e-ISSN: 2961-9580, p-ISSN: 2962-0244, Hal. 231-243

Instrumen wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menggali kondisi
umum PESK, alasan keterlibatan masyarakat, dampak utama yang dirasakan, hambatan
penataan, dan strategi penataan yang diprioritaskan. Setiap informan diminta menyampaikan
jawaban utama pada setiap kelompok pertanyaan, kemudian pewawancara mencatat uraian
tambahan untuk memperkuat interpretasi. Data dianalisis melalui empat tahap, yaitu reduksi
data, penyajian data, interpretasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil tabulasi disajikan
dalam bentuk frekuensi dan persentase agar pola persepsi antaraktor dapat terlihat secara
ringkas, sedangkan pembahasan dilakukan secara naratif dengan menghubungkan hasil

lapangan dan konsep penataan PESK berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Wilayah dan Karakter Aktivitas PESK

Aktivitas PESK di Kecamatan Karang Jaya terkonsentrasi di sekitar Desa Suka Menang
dan kawasan bekas aktivitas pertambangan emas. Kegiatan ini berkembang karena adanya
potensi emas, sejarah eksploitasi pertambangan, aksesibilitas lokasi, serta pengalaman
masyarakat dalam melakukan penggalian dan pengolahan bijih. Secara sosial, PESK tidak
berdiri sebagai aktivitas individu semata, tetapi berkaitan dengan jaringan Kkerja
antarpenambang, pemodal, pengolah, dan pihak lokal yang mengetahui kondisi lapangan. Pola
seperti ini sejalan dengan karakter ASGM di berbagai wilayah yang dipengaruhi oleh sejarah
pertambangan, peluang ekonomi lokal, dan kelemahan tata kelola lapangan (Mestanza-Ramaén
et al., 2022; Seccatore et al., 2025).

Karakter PESK yang ditemukan memperlihatkan pola kerja tradisional dengan
penggalian lubang, pengangkutan material, pengolahan bijih, dan penggunaan bahan kimia
untuk memperoleh emas. Gambar 1 menunjukkan area pengolahan bijih emas dan kolam
limbah yang menjadi gambaran visual mengenai risiko lingkungan dari kegiatan tersebut.
Keberadaan kolam limbah, tumpukan karung material, dan peralatan pengolahan menunjukkan
bahwa dampak PESK tidak hanya terjadi di lubang tambang, tetapi juga pada area pengolahan
dan media lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini relevan dengan temuan bahwa proses
pengolahan emas skala kecil yang tidak terkendali dapat menimbulkan kehilangan logam,
pelepasan merkuri, dan pencemaran pada media lingkungan sekitar lokasi pengolahan (Aslam
et al., 2022; Esdaile & Chalker, 2018; Taux et al., 2022).
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Gambar 1 Area Pengolahan Ijlh Emas dan Kolam lebah PESK di Desa Suka I\/iénang

Faktor Pendorong Keterlibatan Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan keterlibatan masyarakat dalam PESK
didominasi oleh faktor ekonomi. Pada Tabel 2, sebanyak 8 informan atau 36,36% menyatakan
bahwa pendapatan tambang lebih cepat diperoleh. Temuan ini menunjukkan bahwa PESK
dipersepsikan sebagai pekerjaan yang memberikan arus kas langsung, terutama ketika
pendapatan dari sektor pertanian tidak stabil. Temuan tersebut sejalan dengan studi di wilayah
PESK Indonesia yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, kebutuhan pendapatan cepat, dan
terbatasnya sumber penghidupan lain menjadi faktor penting yang mempertahankan
keterlibatan masyarakat dalam tambang informal (Kurniawan et al., 2023; Metaragakusuma et

al., 2023).

Tabel 2. Jawaban Utama Informan tentang Alasan Keterlibatan dalam PESK.

No Alasan Utama Frekuensi (orang) Persentase (%)

1  Pendapatan tambang lebih cepat diperoleh 8 36,36

2  Lapangan kerja alternatif terbatas 6 27,27

3 Harga hasil kebun/karet tidak stabil 4 18,18

4 Sudah memiliki pengalaman menambang 2 9,09

5 Ajakan kelompok/pemodal 2 9,09
Jumlah 22 100,00

Alasan kedua adalah terbatasnya lapangan kerja alternatif yang disebutkan oleh 6
informan atau 27,27%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi lokal belum
cukup kuat menyediakan pekerjaan non-tambang yang stabil. Sebanyak 4 informan atau
18,18% menyebutkan harga hasil kebun, terutama karet, yang tidak stabil sebagai faktor
pendorong. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh daya tarik
tambang, tetapi juga oleh lemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga terhadap fluktuasi

komoditas perkebunan. Ketergantungan terhadap sektor tambang sering menguat ketika
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produktivitas lahan dan pendapatan pertanian menurun, sehingga program penataan perlu
memasukkan penguatan ekonomi lokal sebagai agenda utama (Basir-Cyio et al., 2020;
Kurniawan et al., 2023).

Faktor pengalaman menambang serta ajakan kelompok atau pemodal masing-masing
disebutkan oleh 2 informan atau 9,09%. Walaupun persentasenya lebih kecil, faktor ini
menunjukkan bahwa PESK memiliki dimensi sosial. Pengetahuan praktis, jaringan kerja, dan
dukungan pemodal dapat membuat aktivitas tambang terus berlangsung meskipun risiko
hukum dan lingkungan telah diketahui. Pola ini memperkuat argumen bahwa penataan PESK
harus menyentuh akar ekonomi dan jejaring sosial yang menopang aktivitas tersebut, bukan
hanya menutup lokasi tambang secara fisik. Pengalaman wilayah lain menunjukkan bahwa
perubahan perilaku penambang membutuhkan transformasi pengetahuan, pembinaan berulang,
dan tata kelola publik yang konsisten (Metaragakusuma et al., 2023; Seccatore et al., 2025).
Dampak PESK terhadap Lingkungan, Keselamatan, dan Sosial

Dampak utama PESK yang paling banyak disebutkan informan adalah kerusakan lahan
dan lubang bekas tambang. Tabel 3 menunjukkan bahwa 7 informan atau 31,82%
menempatkan dampak ini sebagai persoalan utama. Lubang bekas tambang yang tidak
direklamasi menurunkan fungsi lahan, meningkatkan risiko genangan dan erosi, serta
menyulitkan pemanfaatan kembali lahan untuk pertanian atau kegiatan produktif lainnya.
Kerusakan lahan akibat pertambangan tradisional telah dilaporkan berdampak pada degradasi
tanah, penurunan produktivitas pertanian, dan perubahan fungsi ruang lokal (Basir-Cyio et al.,
2020; Mestanza-Ramon et al., 2022).

Tabel 3. Jawaban Utama Informan tentang Dampak PESK yang Paling Dirasakan.

Frekuensi Persentase
No Dampak Utama (orang) (%)
1  Kerusakan lahan dan lubang bekas tambang 7 31,82
2 Ancaman longsor dan kecelakaan kerja 6 27,27
3 Pencemaran air dan tanah akibat merkuri 5 22,73
4 Gangguan keamanan dan konflik sosial 2 9,09
5 Perubahan mata pencaharian masyarakat 2 9,09
Jumlah 22 100,00

Ancaman longsor dan kecelakaan kerja menempati urutan kedua dengan 6 informan atau
27,27%. Hal ini berhubungan dengan teknik penggalian yang sederhana, minimnya penyangga
lubang, dan rendahnya penerapan alat pelindung diri. Dampak ketiga adalah pencemaran air
dan tanah akibat merkuri yang disebutkan oleh 5 informan atau 22,73%. Temuan ini penting
karena penelitian sebelumnya di Musi Rawas Utara menunjukkan adanya kontaminasi merkuri

pada air sumur, air sungai, dan rambut penambang, dengan sebagian besar responden memiliki
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kadar merkuri rambut melebihi ambang 1 ug/g (Jayanti et al., 2025). Bukti dari wilayah PESK
lain juga memperlihatkan bahwa merkuri dapat terakumulasi pada tanah, air, tanaman, dan
tubuh manusia, sehingga pencemaran PESK harus dipahami sebagai risiko lingkungan
sekaligus kesehatan masyarakat (Aflah et al., 2023; Agustiani et al., 2025; Arifin et al., 2020;
Harianja et al., 2020; Saragih et al., 2021).

Dampak sosial berupa gangguan keamanan, konflik sosial, dan perubahan mata
pencaharian masing-masing disebutkan oleh 2 informan atau 9,09%. Walaupun proporsinya
lebih rendah dibandingkan dampak lingkungan fisik, dimensi sosial tidak dapat diabaikan
karena keberlanjutan penataan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Jika penataan
tidak disertai alternatif ekonomi, potensi resistensi, perpindahan lokasi tambang, atau konflik
antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tetap dapat muncul. Karena itu, studi tata kelola
PESK menekankan bahwa penertiban perlu disertai dukungan sosial-ekonomi, komunikasi
risiko, dan partisipasi aktor lokal agar tidak menimbulkan persoalan baru (Kurniawan et al.,
2023; Seccatore et al., 2025).

Hambatan Penataan PESK

Hambatan utama dalam penataan PESK berkaitan langsung dengan lemahnya alternatif
ekonomi. Pada Tabel 4, 7 informan atau 31,82% menyebutkan belum tersedianya pekerjaan
alternatif yang jelas sebagai kendala utama. Temuan ini menunjukkan bahwa penertiban yang
tidak diikuti jalur transisi pekerjaan akan sulit diterima, terutama bagi masyarakat yang telah
menggantungkan pendapatan pada tambang. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa
penghentian aktivitas tambang informal cenderung lebih efektif ketika disertai transformasi
nilai, peningkatan pengetahuan, dan pilihan penghidupan yang dapat menggantikan
pendapatan tambang (Kurniawan et al., 2023; Metaragakusuma et al., 2023).

Tabel 4. Jawaban Utama Informan tentang Hambatan Penataan PESK.

No Hambatan Utama Frekuensi Persentase (%)
(orang)

1 J!zf;l;m tersedia pekerjaan alternatif yang 7 31.82

2  Penegakan aturan belum konsisten 5 22,73

3  Tingkat ekonomi masyarakat masih rendah 4 18,18

4 Merkuri masih mudah diperoleh 3 13,64

5 Pendidikan/keterampilan non-tambang 3 13,64
terbatas
Jumlah 22 100,00
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Hambatan kedua adalah penegakan aturan yang belum konsisten, disebutkan oleh 5
informan atau 22,73%. Ketidakkonsistenan pengawasan membuat aktivitas PESK tetap
berjalan dan menimbulkan persepsi bahwa risiko hukum dapat dinegosiasikan. Hambatan
ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, disebutkan oleh 4 informan atau
18,18%, sehingga masyarakat cenderung memilih pekerjaan yang memberikan hasil cepat
meskipun berisiko. Dalam konteks hukum nasional, kegiatan pertambangan seharusnya berada
dalam sistem perizinan dan pengawasan yang jelas, sedangkan agenda pengurangan merkuri
menuntut konsistensi pengendalian dari tingkat nasional hingga daerah (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020).

Kemudahan memperoleh merkuri dan keterbatasan keterampilan non-tambang masing-
masing disebutkan oleh 3 informan atau 13,64%. Dua hambatan ini saling berkaitan: merkuri
yang mudah diperoleh mempertahankan pola pengolahan tradisional, sementara keterbatasan
keterampilan mempersempit peluang alih profesi. Oleh karena itu, penataan perlu
menggabungkan pengawasan bahan berbahaya, edukasi risiko, peningkatan kapasitas, dan
pengembangan usaha alternatif. Pengendalian merkuri perlu dipadukan dengan pendekatan
kesehatan lingkungan karena logam berat yang masuk ke badan air dapat meningkatkan risiko
paparan pada masyarakat, sedangkan pengurangan merkuri dalam PESK merupakan mandat
penting dalam agenda global Konvensi Minamata (Das et al., 2023; Liu et al., 2023; Minamata
Convention Secretariat, 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2001).

Strategi Penataan PESK yang Diprioritaskan

Strategi penataan yang paling banyak dipilih informan adalah pemberdayaan ekonomi
alternatif. Tabel 5 menunjukkan bahwa 8 informan atau 36,36% menempatkan strategi ini
sebagai prioritas. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan penataan PESK sangat ditentukan
oleh kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan menyediakan pilihan ekonomi yang
nyata, bukan hanya imbauan untuk berhenti menambang. Pendekatan ini sejalan dengan
gagasan tata kelola PESK berkelanjutan yang menempatkan pengurangan risiko lingkungan,
penguatan ekonomi masyarakat, dan kepastian kelembagaan sebagai satu kesatuan strategi
(Seccatore et al., 2025).
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Tabel 5. Jawaban Utama Informan tentang Strategi Penataan yang Diprioritaskan.

No Strategi Prioritas Frekuensi Persentase (%)
(orang)

1 Pemberdayaan ekonomi alternatif 8 36,36

9 Pelgtlhan keterampilan dan penempatan 5 2273
kerja

3 Pengawasan wilayah dan penertiban 4 1818
bertahap

4 Penguatan koperasi/usaha desa 3 13,64

5 Rehabll_lta5| lahan dan edukasi bahaya 9 9,09
merkuri
Jumlah 22 100,00

Pelatihan keterampilan dan penempatan kerja menempati urutan kedua dengan 5
informan atau 22,73%. Strategi ini perlu dirancang sebagai program transisi, misalnya melalui
pelatihan pertanian produktif, usaha perbengkelan, pengolahan hasil kebun, perikanan, jasa
konstruksi sederhana, dan usaha mikro berbasis desa. Pelatihan tidak cukup jika berdiri sendiri;
program perlu dihubungkan dengan akses modal, pendampingan usaha, pasar, dan penempatan
kerja. Transformasi pengetahuan dan perubahan nilai masyarakat di wilayah PESK terbukti
lebih mungkin terjadi ketika edukasi risiko dihubungkan dengan peluang ekonomi yang
realistis (Kurniawan et al., 2023; Metaragakusuma et al., 2023).

Pengawasan wilayah dan penertiban bertahap dipilih oleh 4 informan atau 18,18%.
Pendekatan bertahap diperlukan untuk menghindari guncangan sosial, tetapi tetap harus
memiliki jadwal, kewenangan, dan indikator keberhasilan yang jelas. Penguatan koperasi atau
usaha desa dipilih oleh 3 informan atau 13,64%, yang menunjukkan pentingnya kelembagaan
ekonomi lokal sebagai wadah pengelolaan usaha alternatif. Rehabilitasi lahan dan edukasi
bahaya merkuri dipilih oleh 2 informan atau 9,09%, tetapi strategi ini tetap penting sebagai
instrumen pemulihan lingkungan dan perubahan perilaku. Agenda tersebut selaras dengan
kebijakan pengurangan merkuri nasional dan arah Konvensi Minamata yang menekankan
pencegahan pelepasan merkuri, edukasi risiko, serta penguatan kelembagaan pengendalian di
tingkat pelaksana (Minamata Convention Secretariat, 2023; Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2019).

Berdasarkan hasil tersebut, model penataan PESK di Karang Jaya sebaiknya dirancang
dalam lima agenda terpadu. Pertama, pemetaan lokasi tambang aktif, lubang bekas tambang,
titik pengolahan, dan jalur peredaran merkuri. Kedua, penyusunan program ekonomi alternatif
yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan rumah tangga penambang. Ketiga, pelatihan
keterampilan yang disertai penempatan kerja atau inkubasi usaha. Keempat, pengawasan

bertahap terhadap lokasi tambang dan peredaran merkuri melalui koordinasi pemerintah
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daerah, aparat desa, instansi teknis, perusahaan, dan tokoh masyarakat. Kelima, rehabilitasi
lahan dan edukasi risiko merkuri untuk menekan dampak lingkungan serta kesehatan
masyarakat. Model ini menempatkan penataan PESK sebagai proses transisi sosial-ekologis,
bukan sekadar tindakan penutupan lokasi. Dengan demikian, strategi yang diusulkan lebih
dekat dengan pendekatan tata kelola adaptif, yaitu menghubungkan pembatasan aktivitas
berisiko, pengurangan merkuri, penguatan mata pencaharian, dan pemulihan lingkungan secara
bertahap (Kurniawan et al., 2023; Minamata Convention Secretariat, 2023; Seccatore et al.,
2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PESK di Kecamatan Karang Jaya merupakan persoalan strategis yang dipengaruhi oleh
potensi emas, sejarah pertambangan, tekanan ekonomi rumah tangga, keterbatasan lapangan
kerja alternatif, dan belum optimalnya pengendalian lapangan. Aktivitas ini berkembang
terutama di Desa Suka Menang dan sekitarnya, dengan karakter kegiatan tradisional yang
menimbulkan risiko lingkungan, keselamatan kerja, dan tata kelola. Alasan utama masyarakat
terlibat dalam PESK adalah pendapatan tambang yang lebih cepat diperoleh, disusul
terbatasnya lapangan kerja alternatif dan ketidakstabilan harga hasil kebun. Dampak utama
yang dirasakan meliputi kerusakan lahan dan lubang bekas tambang, ancaman longsor dan
kecelakaan kerja, serta pencemaran air dan tanah akibat merkuri. Hambatan terbesar dalam
penataan adalah belum tersedianya pekerjaan alternatif yang jelas, belum konsistennya
penegakan aturan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, mudahnya memperoleh merkuri,
dan terbatasnya keterampilan non-tambang.

Strategi penataan yang direkomendasikan adalah penguatan ekonomi alternatif, pelatihan
keterampilan dan penempatan kerja, penguatan koperasi atau usaha desa, pengawasan wilayah
dan penertiban bertahap, serta rehabilitasi lahan dan edukasi bahaya merkuri. Pemerintah
daerah perlu menyusun program penataan PESK secara terpadu dengan melibatkan pemerintah
kecamatan, pemerintah desa, instansi teknis, perusahaan, tokoh masyarakat, dan pelaku PESK.
Kajian lanjutan perlu dilakukan untuk memetakan sebaran pencemaran merkuri, tingkat bahaya

lubang bekas tambang, dan dampak kesehatan masyarakat di sekitar wilayah PESK.
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